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BU PATI LU WU
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR ; 15 tahoit 2«i2

T E N T A NG

JNJUKTEKNIS PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

nbang

BUPATI LUWU,

a., bahwa untuk leblh menlngkatkan pengamanan kekayaan
daerah, disiplin dan tangung jawab Pegawai Negerj Sipil, serta
kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan leblh
efekdf dan efislen, maka dipandang perlu menetapkan Petuniuk
Teknis Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
GantI Rugl Keuangan dan Barang Daerah.

b. bahwa bendasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan BupatI tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tuntutan Perbendahraan dan
Tuntutan Ganti Rug! Keuangan dan Barang Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagalmana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9lngat
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4.

5.
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8.

9.

Peraturan Menterf Dalam Negerf Nomor 9Tahun 1996 tentang
Departemen

Per^ran Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 1997 tentano
RugfKeSX^a^

P^turan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mlllk Daefah;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentano

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75 TambSian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

tenLV^Sn'lSua
t<Starn Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentano
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Nomor 3 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menladi Kewenannan

Tahun"2mvi'w''"'̂ " (Lembaran Daerah Kabupan uSvu
13. ^rataran Bupa'b Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tienlana .<aeten,

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

bm Peraturan ini yang dimaksud dengan :
'•Dserah adalah Kabupaten Luwu.

SSn" ~
SlIuS.
BupatI adalah Bupad Luwu.

IT^"p^seSSl^rifMlSsSltlmban'̂ mK Tuntutsn P6rf30ncl3h3r33n S6i3n1utnv3 disinoksf tp aHaiah ...

I' ^ala^! p^teharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan menggfnd
(

Daerah sebagai



an GantI Rugi selanjutnya dlslngkat T6R, adaiah suatu proses tuntutan
dap Pegawai daiam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan

nuntut penggantian kerugian disebabkan oieh perbuatannya melanggar hukum
/atau melalaikan kewajibannya atau tidak meiaksanakan kewajibannya
agafamana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung
ah menderita kerugian;

an Perbendaharaan dan Tuntutan GantI Rug) selanjutnya dlslngkat TP-TGR
alah suatu proses Tuntutan melalul TP dan TGR bagi Bendahara atau Pegawai

likan Bendahara yang meruglkan keuangan dan barang daerah;
' urangan perbendaharaan adaiah sellslh kurang antara saldo Buku Kas dengan
0Kas atau sellslh kurang antara Buku Persedlaan Barang dengan sisa barang
1sesungguhnya terdapat dl dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
jian Daerah adaiah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh
tlndakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan

ndahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan dlluar dugaan dan diluar
lampuan manusia (force majeure);
ang adaiah semua kekayaan Pemerintah Daerah balk yang dimlllkl maupun

al benwujud, balk yang bergerak maupun tidak bergerak beserta baglan-
jlannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dlnllal, dihltung,
'ajr atau dlWmbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuall uang dan
it-surat berharga lalnnya;
[lahawaran adaiah mereka yang telah memenuhl syarat-syarat yang ditentukan

am Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang
wenang dan diserahl tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahl tugas
gara lalnnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan
g berlaku;

_awal adaiah mereka yang setelah memenuhl syarat-syarat yang ditentukan
Idalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang

enang dan diserahl tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahl tugas
ihegara lalnnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan
IVang berlaku;

hll Warls adaiah orang yang menggantlkan pewarls dalam kedudukannya terhadap
^ arisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhya atau sebaglan;
iP^bat yang berwenang adaiah Pejabat yang karena kewenangannya dapat
imemberlkan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau perlstiwa sesungguhnya
iyang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
EiAparat Pengawas Fungslonal adaiah Badan Pemerlksa Keuangan, Badan
IPengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Wllayah ProvlnsI,
llhspektorat Wllayah Kabupaten;
IPeihltungan ex OfHcio adaiah suatu perhltungan perbendaharaan yang dllakukan
oleh Pejabat yang ditunjuk ex ofRcIo apablla Bendahara yang bersangkutan
menlnggal dunia, melarlkan dirl atau tiba-tlba harus berada dl bawah pengampuan
dan/atau apablla Bendahara yang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namum sampal
batas waktu yang diberlkan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhltungannya dan pertanggungjawabannya;

.Pencatatan adaiah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses TP untuk
sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan menlnggal dunIa tanpa ahll
waris, melarlkan diri tidak diketahul alamatnya;

,Oaluwarsa adaiah jangka waktu yang menyebabkan gugumya hak untuk melakukan
'Rmtutan Pert}endaharaan dan Tuntutan Ganb' Rugl terhadap pelaku kerugian
daerah;

,Pembebasan adaiah membebaskan/menladakaan kewajiban seseorang untuk
membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya,
tetapl atas dasar pertlmbangan keadllan atau alasan penting tidak layak ditaglh
dartnya dan yang bersangkutan terbuktl tidak bersalah.
Dalam hal Inl Daerah melepaskan hak taglhnya sehingga "hak taglh" Inl menjadi
bebas seluruhnya atau hanya sebaglan tertentu;
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jhapusan adalah menghapuskan taglhan daerah dari admlnistrasi pembukuan
alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebaglan dan

abila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban yang dimaksud
Iditagih kembali;
iman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawal yang
anggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang beriaku;

Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan diilhatdarl aspek
anusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyeiesaikan
}ian daerah;

itebanan adalah penetapan jumlah keruglan daerah yang harus dikemballkan
ja Daerah oleh Pegawal yang terbukti menlmbulkan keruglan;

Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKDM) adalah surat pemyataan
anggungjawaban Pegawal untxik mengembalikan keruglan daerah, disertai

nlnan minimal sama dengan nilal keruglan Daerah, beiita acara serah terima
^mlnan dan surat kuasa menjual;
inding adalah upaya Pegawalmencarl keadllan ketingkat yang leblh tinggi setelah

iluarkannya penetapan pembebasan;
ills Pertlmbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah
Pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas

ibantu Bupati dalam penyelesalan keruglan daerah.
itnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah

jna keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujul
3ma oleh pemerlntah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
ih.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

jnaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati Inl berdasarkan dalam Peraturan. Menterl
Negerl Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Turftutan

IRugl Keuangan dan Barang Daerah ditinjau darl berbagai segl.

Pasal 3

llUntutan Pemberdaharaan dan Tuntutan Gantl Rugl Keuangan dan Barang Daerah
|tln)au dari pelaku sebagalmana dalam Pasal 2 sebagal berikut:
a. Bendahara yang meliputi perbuatan antara lain :

1. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas peneiimaan\uang/barang;
2. tidak melakukan pencatatan atau peneiimaan/pengeluaran uang/barang;
3. membayar/memberl/mengeluarkan uang/barang kepada plhak yang tidak

berhak dan/atau secara tidak sah; ,
4. tidak membuat pertanggunjawaban keuangan/pengurusan barang;
5. menerlma dan menylmpan uang palsu;
6. korupsi, penyelewengan, penggelapan;
7. kecurlan, penodongan, perampokan dan.atau kolusi;
8. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesual dengan kenyataan;
9. penyalahgunaan wewenang/jabatan;
10. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut

pajak).
b. Pegawal Negerl Bukan Bendahara meliputi perbuatan antara lain seperti :

1. korupsi, penyelewengan, penggelapan;
2. penyalahgunaan, wewenang dan jabatan;
3. pencurian dan penipuan;
4. merusak, menghilangkan barang Inventaris mlllk daerah;
5. menalkkan harga, merubah kualltas/mutu;
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6. menlnggalkan tugas dan/atau peketjaan setelah selesai melaksanakn tugas
I,', belajar;

menlnggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah
ditentukan.

Ilhak Ketlga, mellputi perbuatan antara lain :
1. TOak menepati janji/kontrak (wanprestasi);

Penglriman barang yang mengalaml kerusakan karena kesalahannya;
Penlpuan, penggelapan dan perbuatan lalnnya yang secara langsung atau
tidak langsung menlmbulkan keruglan bag! daerah.
n Pemberdaharaan dan Tuntutan GantI Rugl Keuangan dan Barang Daerah

darl sebab sebagalmana dimaksud Pasal 2 sebagal berikut:
uatan Manusia karena:

1 kesengajaan;
2. kelalaian, kealpaan, kesalahan;
3. dl luar kemampuan si pelaku.
K^adlan Alam
1. bencana alam seperti g^mpa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
2. proses alamlah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengural

dan dimakan rayap. V

Pasal 4

darl saat teijadlnya keruglan daerah, yaltu untuk memastlkan apakah suatu
Ikeruglan daerah maslh dapat dllakukan penuntutan atau tidak.

Pasal 5

|ara Penyelesalan yang dapat dllakukan apabila teijadl perbuatan yang meruglkan
ladalah:
alul Upaya Damal
ilesalan keruglan daerah melalul upaya damal yaltu apabila penggantlan
jian daerah dllakukan secara tunal sekallgus dan angsuran dalam jangka waktu

smbat-lambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan
Sgungjawab Mutlak (SKTJM).

slulTuntutan Perbendahraan
ilesalan keruglan daerah melalul proses Tuntutan Perbendaharaan dllakukan

iblla upaya damal yang dllakukan secara tunal sekallgus angsuran tidak berhasll.
penuntutannya merupakan kewenangan BupatI melalul Majells

Imbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantI Rugl Keuangan dan
ang Daerah (Majells Pertlmbangan).

ablla pembebanan perbendaharaan telah diterbltkan, BupatI melakukan eksekusi
putusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesalannya.
alul Tuntutan GantI Rugl

l^yelesalan keruglan daerah melalul proses Tuntutan GantI Rugl dllakukan apabila
damal yang dllakukan secara tiinal sekallgus atau angsuran tidak berhasll.
penuntutannya menjadi wewenang BupatI melalul Majells Pertlmbangan.

dalul Cara Lain
lApablla pelaku keruglan daerah temyata Ingkar janji (wanprestasi), maka daerah
^dapat melakukan dengan cara taglhan secara paksa melaul Badan/lnstansl.penaglh
|yang berwenang setelah diputuskan BupatI bahwa taglhan akan/telah menjadi
Imacet.
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sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5huruf c bam dapat

""-w

ipert)ualanmelanggarhukum/kJ'S®n™"''"" "^Sikan
ekaek.

INFORMASI, PEMPOrMJu)AN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu

"nndak Lanjut InfbrmasI
Pasal 7

S!S4"^dS Vang d.,apod<a„
1997 oleh Kepala Satuan Kerja wailb mpltl"?"tenfingan daerah dengan tujuan : ' "leiakukan tindakan pengamanan

mo^ah berkembangnya keruglan daerah-
g agar tidak te^adl manipulasi dokumen/data pendukung.

p0S0| 0

tegelwrkall SulS PeriiS^Tuga?^^ ^tas nama
hP°l®'"^adangan/barang kantor/p™^ ='™'«'-''"ku talnnya dan/atau Kf B"ku

Mcokkannya dengan Saldo Uang Kas dan Rani'of f ^ Persedlaan sertaJ^kan semua mutasi las/fenf
SUannya penellUan lebih lanjut; batang sampal dengankan dan mempelajan sejak kapan dan bagalmana perbualan tersebut

*1 tem^f Penylmpanan dokumen
iila,melarikan dirt dan sebagainia. ®' ^"dahara menlnggal

lAcataPeny^anf^^"'" bersangkutan dan dibuatkan
aup^pS^® "^PO'la'an setempat bila menyangkut perisHwa pencurian

l^an^ateu bukfl-bukU untuk kepertuan pengusuten atau
Bagian Kedua

TJndak Lanjut Laporan
Pasal 9

/sumber"' iSasr'̂ ^ '̂̂ mgSl'̂ 'Sak®™®'̂ ^ betdasarkan
oral Wllayah ProvlnsI bag! keruglan daerah ^n^"( ""emerintahkan
orat Wllayah Kabupaten/KotaSa i«„iTl'̂ r® dl piwinsi atau

aWKbtamadya untuk segera melakukan kejadlannya dl
ten oleh Kepala Satuan Ketja. penierlksaan sebagalmana yang
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Baglan Ketiga
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pasal 10

aan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Provlnsi, Kabupaten wajib
atikan: .

Briksaan dan penelitian dilakukan secara obyektif dan akurat untuk mencarl
aran terjadlnya perisdwa yang mengaklbatkan kerugian daerah;

jkan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan kerugian daerah Inl
jkan;
Jukan pelaku sebagal apa dan berapa besarnya nllal kerugian daerah

am ruplah);
buatannya/penglsian daflar pertanyaan tentang kerugian daerah;
iibuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap
Idapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang memuat sebagal berikut:
Perlstiwa terjadlnya kerugian daerah;

!,kNama NIP, Pangkat dan Jabatan Pelaku/tersangka yang terlibat;
Unsur atau bobot kesalahan, kelalalan/kealpaan dari masing-masing pelaku

ryang terlibat;
Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
Jumlah kerugian Daerah yang pasti (dinyatakan dengan rupiah);
Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang dan Register Penutupan kas atau
keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang;
Laln-Lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagal bahan pertimbangan
dalam penyelesaian kerugian daerah.
andatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui Kepala Satuan Keria
langgarannya diruglkan.

sama dengan Kepala Satuan Kerja yang anggarannya dirugikan untuk
gupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan
gganti sekaligus/tunai atau menawarkan secara angsuran yang dinyatakan

am SKT3M.

ampaikan laporan lengkap/Berita Acara pemeriksaan dalam waktu selambat-
irbatnya satu minggu (7 hari) setelah selesai pemeriksaan dan tembusannya
"aia lain disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

Paragraf 1
Cara Menetapkan Jumlah Kerugian Daerah yang Pasti.

Pasal 11

menetapkan materi SKTJM dan Surat Keputusan BupatI tentang pembebanan,
ipemeriksa/peneliti harus memperhatikan hal-hal sebagal berikut:

^ . sbila kerugian daerah tersebut sebagal akibat kekurangan perbendaharaan,
inaka Jumlah kerugian daerahnya sebesar nllal uang yang yang terbllang dalam

IAcara Pemeriksaan;
ibila i^erugian daerah tersebut sebagal akibat hilangnya uang, maka jumlah

Ikerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
l^blla kerugian daerah tersebut sebagal akibat barang yang rusak, maka jumlah
IkKugian daerahnya sebesar nIlai perbaikan kerusakan barang tersebut;
l^jlpabila kerugian daerah tersebut sebagal akibat barang yang hilang, maka
|!|ienetuan jumlah kerugian daerah sebagal berikut:
it Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standamya dari Instansi yang

berwenang maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir
yang ditetapkan tanpa penyusutan;
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barang yang t(dak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah
jian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat

ing itu hilang tanpa penyusutan;
^usus untuk barang-barang yang pengadaaannya dengan menggunakan mata

asing, maka penentuan jumlah keruglan daerahnya agar diupayakan
3n menggunakan harga standar/kurs yang beriaku pada saat barang itu
/nisak.

Paragraf 2
Cara Menetapkan Bobot Kesalahan

Pasal 12

ipkan bobot kesalahan terhadap maslng-masing Pegawai/Pejabat yang
lerll^an terbuktl melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab

[^n ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggungj jawab, urutan Inisiatif.
^/kesalahan dan hasK yang dfnikmatlnya. Untuk menetapkan perhltungan
ipara Pelaku yang terllbat harus memuat:

danjabatan;
kesalahan mellputi:

luatan langsung antara lain seperti mencuri, penggelapan, merusak
ing/barang, membell barang terlalu mahal, membayar leblh kepada Pihak

[itetlga;
luatan bdak langsung antara lain seperti sebagal atasan langsung lalai

^ item tugasnya sehlngga memungklnkan bawahannya atau Plhak Ketiga
|Metekukan kecurangan.

membuktlkan besamya kesalahan/kelalaian Pegawai/Pejabat yang terllbat
an pendataan mengenai slapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif
menentukan besar kecllnya kesalahan maslng-masaing dengan dlbuktlkan
admlnlstratif mengacu pada urutan Inlslatlf dan hasll yang dinlkmatinya

Paragraf 3
Cara Pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Pasal 13

j Satuan Kerja membuat Surat Penggilan kepada pelaku atau pihak-plhak
terllbat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa/penelltl dati
(torat untuk diusahakan penyelesaiannya melaul upaya damal.
dalam penyelesalan melalui upaya damal ternyata pelaku tidak dapat
lantl sekaligus/tunal atau hanya dapat membayar sebaglan saja atau dengan
ingsur, maka Kepala Satuan Kerja dan petugas pemeiiksa/penellb

ipeitlmbangkan agar dalam mengangsur, dapat diselesalkan dalam batas waktu
2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan/dibuat
SKDM bagi Bendahara atau Pegawai Negerl Bukan Bendahara, yang
" mganl oleh pelaku bersangkutan dan diketahul oleh Kepala Kantor
^Satuan Kerja terkalt Jlka pelaku yang bersangkutan hanya sanggup

jr sebaglan keruglan yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran
yang dllakukan sebesar 1/24 darl jumlah keruglan daerah yang terjadi,
ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh BupatI, setoran pertama

Id selain sebagal angsuran pembayaran juga sebagia' bukti
lupan/ltlkad balk pelaku untuk menyelesaikan keruglan daerah melalui

damal.

dibuat rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhya dltandatangani asll, untuk
ilkan kepada:

iBupati;
liGepala Satuan Kerja yang memberlkan SKDM;
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IIhspektorat;
iDPKD;
IBidangAset Daerah;
ang Kas Daerah, disertai surat kuasa pemotongan gaji/penghasilb.

in langsung/Plmplnan Proyek darl Pelaku keruglan daerah yang
ingkutan;
ihara Gajl pada Satuan Keija yang anggarannya dirugikan disertai Surat
Pemotongan Gaji/penghasilan lainnya;
kerugian daerah yang bersangkutan.

I dlbuat di atas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan
berikut:
ilahan yang telah dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan

in sadar tanpa paksa;
tiah kerugian daerah telah pasti;
ilah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 daii jumiah kerugian

ih;
pelunasan kerugian daerah untuk Bendahara/Pegawai Negeri Bukan

ihara/Ahli Warisnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
ik yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap
in sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah dipetjanjikan;
7M ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2

i(dua) orang saksi dari Pihak Pemerlntah Daerah dan dari Pihak yang merugikan
jdaerah;
jjteruglan daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan
pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
1. Pelaku yang bersatatus bujangan sebesar 30% dari gaji kotor;
2. Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% dari gaji kotor;

(jS. Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan
diserahkan oeh yang bersangkutan dengan nilai atau harga takslrannya
sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran.
Jaminan barang tersebut disertai dengan penyerahan bukti pemilikan
outentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat di
atas kertas bermaterai cukup.

Apabila nilai kerugian daerah jumiahnya cukup besar dan dalam jangka waktu
24 bulan tidak dapat dilunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta
penyerahan bukti pemilikan outentik dan surat kuasa untuk menjual barang/
kebendaan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam
rangka pengamanan.
Barang/kebendaan yang dijaminkan dibuat daiam daflar dan disebutkan harga
takslrannya pada saat itu minimal tidak kurang dari kerugian daerah.
Tim penaksir harga barang/benda yang dijaminkan yaitu terdiri dari unsur-
unsur perlengkapan, hukum, keuangan, pengawasan dan tenaga ahll/teknis;
Apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum
memadai/mencukupi jumiah kerugian daerah, maka diperiukan jaminan dari
seseorang, yang disertai surat pemyataan kesanggupan menyeiesalkan sisa
jumiah kerugian daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miiiknya sebagai
jaminan. Surat pemyataan kesanggupan tersebut dibuat di atas kertas
bermaterai cukup.
ila Satuan Kerja membubuhkan tanda tangan dan dicap dinas .sebagai

lan persetujuan, setelah SKTJM ditandatangani oeih pelaku dan saksi-saksi.
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Pargraf 4
Penyerahan Barang Jaminan

Pasal 14

an penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian
ah yang dllakukan secara sukarela dalam menyelesalkan upaya damal oeh

aku. Barang jaminan yang diserahkan harus disertal dengan Surat Kuasa Menjual
iang yang ditandatangai oelh Pelaku dan Kepala Kantor Satuan Kerja lalnnya

png bersangkutan dan dibuat dl atas kertas bermateral cukup;
'ang yang dijamlnkan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak

anggungjawabkan kepada Pejabat pada Dinas/Lembaga/Sataun Keija Daerah
a yang ditunjuk dengan keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan

^quo;
pemellharaan dan pajak barang yang dijamlnkan dibebankan kepada pelaku;

^blla tetjadi wanprestasi, maka berdasakan Surat Kuasa Menjual Barang, Majells
^mbangan berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang
Aukan oleh Badan/InstansI penaglh yang berwenang dan disakslkan oleh pelaku
pig bersangkutan;

kelancaran pelaksanaan pelelangan eriu dibentuk Tim Pelelangan
asarkan Surat Perlntah darl Sekretarls Daerah yang keangotaannya terdlrl darl
jr-unsur perlengkapan, keuangan, hukum, pengawasan dan Tenaga ahll/TeknIs;
blla hasll lelang diperhltungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum
iinasl temyata leblh, maka keleblhan tersebut dikemballkan kepada pelaku oelh
Ills Pertlmbangan melalul Bendahara/pembayar gajl yang ditunjuk atau
sung kepada yang bersangkutan.

BAB IV
\H TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Baglan Kesatu
Penyelesalan Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15
alan TP dapat dllaksanakan dengan cara Upaya Damal, TP Blasa

husus dan Pencatatan. '

Paragraf 1
Upaya Damal

Pasal 16

nyelesalan pengemballan kerugian daerah melalul upaya damal dllakukan
Idengan cara:
|a. Pengemballan kerugian daerah sekallgus/tunai

Bendahara yang bertanggungjawab atas kerugian daerah untuk mengembalikan
sekaligus kerugian daerah 100%, (seratus Persen) pembayarannya langsung
dlsetorkan ke kasa daerah atau melalul bank pemerfntah dan lembaga lalnnya
yang ditunjuk sebagal pemegang kas daerah dengan uralan penyetoran kemball
kerugian daerah tierupa (diuralkan jenis keruglannya). Dalam hal
penyetoran kerugian daerah melalul kas daerah, bukd penyetorannya dibuat
rangkap 5 (lima) dengan distribusi:
1. Lembaran asll untuk penyetor (pelaku kerugian daerah)
2. Lembar kedua pemegang kas daerah (PKD)
3. Lembar ketiga untuk Kepala Satuan Kerja lalnnya
4. Lembar keempat untuk Kepala DPKD selaku Sekretarls Majells Pertlmbangan
5. Lembar kellma untuk Bendahara khusus penerlma/Bendahara rutin yang

menerlma penyetoran.
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|BlEn96nibalf3n kemglan daarah dangan angsuran
ga terugian daerah yang menjadi tanggungjawab Bendahara belum dapat
pgarrtl seluruhnya tunai maka hams dituangkan/dlbuatkan SKDM oleh
iEaiaanara
SKDM dimaksud hams disertai jamlnan kebendan yang cukup dan dilengkapi
r^rat kuasa menjual barang/kebandaan yang dijaminkan .

yang dilakukan
^ngkat Inspektorat
tep^rat dibantu oleh Kepala Satuan Kerja melakukan upaya penyelesalan

'^ra damai dlllngkup Satuan Ketja.

Ingkat Satuan Kerja
;j^^n yang dilakukan yaitu pembayar gajl/Bendahara yang ditunjuk dalam
!|nelaksanakan kewajibannya, melakukan keglatan sebagal berikut:

IJ. Menerima setoran pemotongan angsuran keruglan daerah per daftar gajl darl
Juru bayar Satuan Kerja lalnnya berdasarkan SKTJM dan Surat Kuasa
Pemotongan Gajl atau SPMU Gajl yang dipotong langsung oleh Pemegang
Kas Daerah/
Menyampaikan laporan perkembangan/mutasi tentang pemotongan tentang
pemotongan angsuran keruglan daerah untuk dicatat;
Menghlmpun dan menyimpan buktl penyetoran/pemotongan angsuran
keruglan daerah;

4. Mencatat sesual dengan admlnlstrasl keuangan yang berlaku dl pemerintah
daerah;

5. Melajwrkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunal
kemglan daerah kepada Kepala Satuan Kerjadengan tembusan kepada
Inspektur Wilayah Provlnsi/Kabupaten/Kotamadya, BIro/Baglan Keuangan
dan Tim Majells Pertlmbangan pada setlap akhir bulan;

6. Melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja apabila pelaku tldak menepati
janjl/wanprestasl dalam waktu 3 (tiga) bulan bertumt-turut;

7. Memlndahkan sisa hutang/angsuran kemglan daerah per'surat Keterangan
^mberhentlan Pembayaran (SKPP) ke PT. Taspen dimana pelaku menerima
hak penslun (apabila pelaku telah penslun). Barang jamlnan yang diserahkan
pelaku tetap berada dalam penguasaan Satuan Kerja sampal batas waktu
yang tertuang dalam SKDM;

DItlngkat sekretarlsDaerah dan Kepala DPKD.
Sekretaris Daerah danKepala DPKD melakukan keglatan ;
1. Memantau perkembangan dan proses penyelesalan kemglan daerah yang

dilakukan melalul upaya damai:
2. Melakukan penegoran apabila terjadi kelambatan laporan dan

menlndaklanjuti penyelesalan kemglan daerah blla terjadi hambatan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Blasa

Pasal 17

alam hal Bendahara membuat SKDM
ProsffiTlngkat Inspektorat Wilayah Provlnsi Kabupaten/Kotamadya
Apabila Bendahara melanggar hukum, berbuat salah atau lalal sehlngga
menlmbulkan kemglan bag! daerah (terjadi ketekoran kas/barang daerah) dan
Bendahara membuat SKDM, maka Inspektorat segera menyampaikan usulan
untuk proses tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah,
yang selanjutnya diteruskan prosesnya kepada Majells Pertlmbangan dan
dllampiri data/dokumen sebagal berikut:
1. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang berikut register penutupan kas;
2. Laporan hasll pemeriksaan (LHP);

m

l-x
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3. Jawaban atas dasar Islan pertanyaaan kerugfan daerah;
4. SICDM;
5. Copy bukd angsuran yang telah dibayar Bendahara;
6. Copy putusan Pengadilan Negerl atau Pengadilan Tinggi (blla kasus keruglan

daerah tersebut perkaranya telah dipeiiksa dan diputus oleh Badan
Peradllan;

7. Dua/dokumen iainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Proses TIngkat Sekretaris Cq. Kepala DPKD menylapkan konsep :
1. Surat Pemberltahuan tuntutan perbendaharaan kepada yang bersangkutan;
2. Surat keputusan pembebanan untuk ditandatangani oleh Bupatl.
Roses tuntutan perbendaharaan dl Majelis Pertimbangan.
Atas dasar data/dokumen yang diterlma darl Inspektorat, Majelis Pertimbangan
memeriksa dan memberikan pertimbangan untuk ditetapkan Surat Keputusan
Pembebanan Perbendaharaan oleh Bupatl;

aiam hal Bendahara TIdak Membuat SKDM
Proses tingkat Inspektorat apablla Bendahara yang karena perbuatannya
melanggar hukum, salah/lalal telah menlmbulkan kekurangan kas/barang dan
Hdak membuat SKDM, maka Inspektorat segera menyampalkan usulan untuk
proses tuntutan perbendahraan kepada Bupatl Cq. Sekertarls Wllayah Daerah,
yang selanjutnya diteruskan prosesnya kepada Majelis Pertimbangan.
Data/dokumen yang dllampirkan dalam usulan tersebut sama dengan ayat (1)
point a kecuali SKTJM (tidak dllampirkan).
Proses tingkatsekretarlat wllayah daerah.
Sekretaris Daerah Cq. Kepala DPKD segera menylapkan konsep surat Keputusan
Pemberian Batas Waktu dan kosep Surat Keputusan pembebanan untuk
ditandatangani oleh Bupab* dan proses selanjunya adalah sama dengan ayat fl)
point b dl atas;
Proses tuntutan perbendaharaan dl Majelis Pertimbangan dl Majelis
Pertimbangan.
1. Atas dasar data/dokumen dan usulan Bupatl, Majelis Pertimbangan

melakukan penelltlan dokumen keuangan Bendahara memberikan
pertimbangan aagar ditetapkan Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu
terhadap Bendahrawan.
BagI Bendahara yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan
pembelaan dlri dengan disertal bukti-bukti bahwa dlrlnya bebas darl
kesalahan/kelalaian. Batas waktu untuk menjawab atau membela dirl
tersebut selama 14 harl sejak diterlmanya Surat Keputusan Pemberian Batas
Waktu;

2. Apablla dalam batas waktu yang ditetapkan, Bendahara b'dak mengajukan
keberatan/pembeiaan dlri atau telah mengajukan pembelaan diti tetapl tIdak
dapat membuktlkan bahwa la bebas darl kesalahan, kelalaian atau kealpaan,
maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupatl agar diterbltkan
Surat Keputusan pembebanan perbendahraan;

3. Apablla Bendahara berdasarkan Surat Keputusan pemberian batas waktu
tIdak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan telah
meneiima Surat Keputusan Pembebaban Perbendaharaan, maka Bendahara
bersangkutan dapat mengusulkan permohonan banding dalam jangka waktu
30 (tiga Puluh) harl sejak akhir bulan diterlmanya Surat Keputusan
pembebanan tersebut.
Apablla berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukB yang diajukan temyata
diputuskan oleh Majelis Pertimbangan melalul sidang lengkap Bendahara
bebas darl tanggungjawab seluruhan atau sebagalan kekurangan
perbendaharan, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupatl
agar diterbltkan Surat Keputusan Penlnjauan Kemball/Surat Keputusan
banding.
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Keputusan Pembebanan Ferbendaharaan.
Pembcbanan Perbenadaharaan diserahkan

IKp^la^tufnTe,]^ '"' diBndaklanJuti
Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan :
1. Langkah pertama;

a) ^telah surat keputusan pembebanan perbendaharaan dari BupatI
diterima, selanjutnya Sekertaris Daerah selaku Ketua Maiells
Pertimbangan, untuk: •'

Menerbltkan Surat Perlntah kepada Sekretaris Maiells untuk
melak^nakan Surat Keputusan Pembebanan tersebut.
Menglrimkan surat keputusan pembebanan perbendahraan kepada
Pelaku melalul Saluran berjenjang Satuan Kerja.

b) Sekreteis Daerah memerlntahkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk
menerbltkan Surat Perlntah Pembentukan Tim Pelaksana dengan
tembusan disampalkan kepada BupatI Cq. Sekretaris Daerah;

2. Langkah kedua;
a) -nm pelaksana yang dibentuk Satuan Keija melaksanakan dan

melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yaltu :

Steteng^" Pan penafeiran harga barang yang akan
Menyerahkan barang yang akan dllelang kepada panltl lelang yang
dibentuk dengan Surat Keputusan BupatI.

- Menyetorkan hasll lelang kepada Kas Daerah.
- Menentukan/menetapkan kelanjutan atau menghentlkan

pelak^naan/pemotongan gajl Pelaku setelah diperhltungkan dengan
jumlah potongan gajl dan hasll berslh pelelangan dengan jumlah
pembebanan tuntutan perbendaharaan.

b) Melaporkan hasll pelelangan kepada :
- Sekretaris Daerah
- Satuan Keija

3. Langkah ketlga.
a) Secara beijenjang Satuan Keija melaporkan pelaksanaan Surat

Keputusan pembebanan perbendaharaan kepada Bupab";
b) Satuan keija melaporkan pelaksaan dan hasll dan tindak lanjut

pelaksanan eksekusi Surat Keputusan pemblnaan Perbendaharaan
kepada Bupab*.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus
Pasal 18

cara penyusunan perhltungan ex-officio berdasarkan Pasal 43 Peraturan
irlntah Nomor 5 Tahun 1975

Apablla seorang Bendahara lalal membuat pertanggungjawaban dalam batas
waktu yang telah ditentukan Kepala DPKDmemberikan teguran/ dengan surat
perlngatan untuk mengerjakan kewajibannya dengan batas waktu yana
ditentukan;
Sampal batas waktu yang diberlkan dalam surat teguran/peiingatan berakhir
temyata Bendahara tetap bdak membuat pertanggungjawaban, maka Kepala
DPKD mengusulkan kepada Bupab Cq. Sekertals daerah untuk menunjuk
Pejabat/Pegawal lainnya membuat perhltungan/pertanggungjawaban ex-offldo;
Sekretaris Daerah atas nama BupatI menunjuk Pejabat/Pegawal untuk membuat
perhltungan untuk membuat perhltungan/pertanggungjawaban ex-olTlcIo
dengan menerbltkan Surat Keputusan Tim perhltungan Ex-OfficIo;
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in/petonggungjawaban ex-officio melaksanakan tugasnya, maka hasil
ex-officio disampalkan kepada Bupad Cg.

Pertimbangan denag

SWatkepuhJsan menunjukkan Bendahara yang bersangkutan
airat-surat teguran kepada Bendahara bersangkutan
^ Perlnt^ Penunjukan Pejabat/I^awal yang membuat

^ pediitungan/pertanggungjawabanex-officio mempuat

Soil's?, P®'̂ ""n9an ex-offldo dibebankan kepada BendaharaPembebanan'aa;^
te^iat Daerah mengupayakan penyelesaian seora daerah bertlasarkan

ISendTa^^ kekurangan
b"&dTa^" perbendaharaan biasa

^blla seorang perBendahara menlnggal dunia, malarlkan diri atau tiba-tlba
^ melaporiSntal te^bSK^da BupatI cq. Sekretaris Daerah dan menousulkan npninkan

p^abat/pegawal ex-officio dan Bendahara pengganb';
menunjuk Pejabat/PegawaiEx-officio

St^SaTsuwSr
! melakukan tindakan pengamanan sebagai berikut •
! tatal'Pembantu lalnnya) dlbert

teS^Tbngan?® ^
' ^ berhaiga dislmpan dl dalam brankas ataudsmpan dtempat yarig dianggap aman serta dllakukan penyegelan;

5 (tokumen-dokumen bukb penerlmaan dan pengeluarandisimpan daiam lemari serta dilakukan penyegelan;
4. Dilakukan penyegelan terhadap iaci-laci meja Ketja Bendahara.

mdakan-tindakan tersebut harus disaksikan oieh ahli waris/keluarga yanq
SriSi" x2," ''̂ P®'̂ dtsaksikan oleh Pejabat
SnJSan selanjutnya dibuatkan Berita Acara

LKarcna tindakan Kepaia Dinas/Badan/Kantor tersebut diatas berakibat
pembekuan kegiatan pengurusan Bendahara, maka Pejabat/Pegawai Ex-Officio

^gai'bSut^" Pengujian Kas/ Barang Persediaan''dengan langkah-iangkah
1. Dilakuten pembukaan segei atas brandkas, iemari dan iaci meja milik

^ndahara yang sedapat mungkin harus disaksikan oleh ahil waris atau
keuarga yang ditinggaikan serta Kepaia Dinas/Badan/Kantor yang
seianjutnya dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segei;

2. Dilakukan perneriksaan/perhitungan atas semua uang/surat berharga atau
barang yang di gudang, yang hasilnya dituangkan kedaiam Berita-Acara
Pernerik^an Kas/Barang, diketahui oieh Kepaia Dinas/Badan/Kantor, ahli
waris keiuarga yang ditinggaikan serta Pejabat/Pegawai Ex-Officio;

3. Apabiia dianggap periu, terutama jika terdapat indikasi Bendahara berbuat
curang, harus diselidiki apakah ahli waris/keluarganya mampu menanggunq
kekurangan perbendaharaan tersebut;
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4. Hasll pemeriksaan/perhitungan Ex-Offlcio beserta dokumen (ainnya
disampaikan kepada Bupad Luwu Cq. Sekretaris Daerah melalui Kepala
Dinas/Badan/Kantor yang tembusannya disampaikan kepada ahii
waris/keluarganya untuk dimintakan tanggapannya daiam waktu 14 (empat
betas) hari sejak tanggai diterimanya dengan tanda bukti penerimaan dari
yang bersangkutan dan bertanggal;

5. Seteiah batas waktu yang diberiten teiah iewat tanpa adanya tanggapan
/keberatan/pembeiaan dari ahii waris atau terdapat
tanggapan/keberatan/pembeiaan diri, perhitungan/pemeriksaan Ex-Officio
tersebut disampaikan kepada Majelis Perdmbangan meiaiui saiuran
beijenjang dari Kepaia Dinas/Badan/Kantor dan Sekretaris Daerah Kab. Luwu
untuk diproses lebih ianjut dengan diiengkapi dokumen :
- Laporan yang menyatakan Bendahara meninggai dunia, meiarikan diri

atau dibawah pengampunan oleh Pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Penyegeian;
- Surat Perintah tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Ex-Officio;
- Berita Acara Pembukaan Brandkas yang disaksikan oieh ahii waris;
- Laporan pemeriksaan /perhitungan Ex-Officio yang menyatakan adanya

ketekoran kas/barang dengan saksi ahii warisnya;
pi - Penyampaian hasii pemeriksaan / perhitungan Ex-Officio kepada ahii

waris dengan tanda terima dan diberi tanggai;
- Jawaban dari pembelaan diri / keberatan dari ahii waris mengenal hasll

pemeriksaan/perhitungan Ex-Officio (jika ada);
- Tanda bukti pembayaran yang teiah diiaksanakan (jika ada).

6. Pejabat penyusun perhitungan pertanggung jawaban Ex-Officio seianjutnya
meiakukan serah terima jabatan Bendahara kepada Bendahara Pengganti
dengan Berita Acara Serah Terima;

!, 7. Segaia biaya pembuatan perhitungan Ex-Officio bagi :
- Bendahara yang meiarikan diri dibebankan pada ahii warisnya;
- Bendahara yang meninggai dunia dibawah perwalian dibebankan oada

APBD.

Proses seianjutnya diiaksanakan serta dengan butir b. Penyeiesalan meiaiui
proses Tuntutan Perbendaharaan Biasa.

Paragraf4
Pencatatan

Pasai 19

menerbitkan surat Keputusan Pencatatan jika proses TP beium dapatEjnakan karena Bendaharawan meninggai dunia tanpa ada ahii waris yang
hui, atau ahii Waris tetapi ddak dapat dimintakan pertanggungjawabannya,
tendaharawan meiarikan diri dan tidak diketahui aiamatnya.

Jpengan diterbltkannya surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan
pceluarkan dari admlistrasi pembukuan.
tefxatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai ini sewaktu waktu dapat

pRagih apabiia yang bersangkutan diketahui aiamatnya atau ahii waris dapat
Tdimintakan pertanggungjawabanya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasii
Mkdari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyeiesalan Tuntutan Ganti Rugi

Pasai 20

Ian Tuntutan Ganti Rugi dapat diiaksanakan dengan cara Upaya Damai,
n Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.
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Paragraf 1
Upaya Damal

Pasal 21

^lan_ pengemballan Keruglan Daerah melalui upaya damal dilakukan
f Sam" T'

dltuat rangkap 5(llma) dengan distribusi • penyetoranya

2 '̂ 5'®® DInas/Badan/Ka'ntor;

) Lemtor Kelima untuk Bank Pemerlntah/Pos Giro

k^ndaan yanr c^uSar* Si, JsnilPan
Bamng/Keband»n%n^ dSkan.

ptoSgS'b^S'kS'r" """" '̂ ®~9l®" Daerah melalui upaya
la. Di tingkat Inspektorat dibantu oleh Keoala npirn i,

ssj.o's.Xssr'Cffsr:""'-s^:si"<as„syr,ss

*3 s=z;™ »SL"S2
Kssvss;:^"-" '-'SS

»*». b«

mplffni!?" Olnas/Badan/Kantor apablla pelaku tidakmenepatl janjl / wanprestasi dalam waktu b*ga bulan berturut-turut-
Memindahkan sisa utang/angsuran Kerugian Daerah per SKPp'ke FTTas^n dlmana Pelaku menerlma hak pensfun (apablte peteku daf '̂
tete^ bSa"ripfp P«"slun). Barang jamlnan yang diserahkan pelaku
Sj^ann tor? p Dlnas/Badan/Kantor sampal batasktu yang tertuang dalam SKTJM / Surat Keputu^n Pembebanan.
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DinngkatDPKD
Kabag Keuangan Setda melakukan kegiatan :
1. Msmantau psrkambangan dan proses penyelo**

dilakukan dengan upaya damal;
Melakukan peneguran apablla terjadi kt.
menlndaklanjub penyelesalan Keruglan Daerah c
hambatan.

ggantlan Keruglan Daerah dengan bentuk barang
palam ha! Keruglan Daerah karena hllangnya kendaraan beni
Pegawal yang bertanggung jawab atas hllangnya kendaraan terseu.
melakukan penggantlan dalam bentuk uang atau barang sesual dengan
ditetapkan oleh Majells Pertimbangan;

|b. ^nggantlan dal^ bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar
^baga^ana ditetapkan dalam Pedoman NIlai Jual Kendaraan Bermotor untuk
k^aSaiv"^ Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat
Penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor
yang umum perolehan pembellannya antara satu sampal tiga tahun.

Paragraf 2
Tuntututan GantI Rugl Blasa

Pasal 22

2.

konsep
lanan

rat

>n

IProses dan kegiatan
|sebagal berlkut:

6_ngtet Inspetorat Kab. Luwu menyampaikan usulan untuk proses
h12. 1? Sekretaris Daerah yangdlterosten kepada Majelis Pertimbangan dengan dllamplrkan

data / dokumen pendukungnya seperti:
1. Laporan Hasll Pemerlksaan (LHP);

SKT3I?" 3tas Daftar Islan Pertanyaan Keruglan Daerah;
Cbpy/buktl angsuran yang telah dibayar Pegawal;
Copy Putusan Pengadllan Negerl atau Pengadllan Tlnggi (blla kasus

teS PengadlTan)- '̂̂ ^ Perkaranya telah diperlksa dan diputus oleh
Dan lalnnya yang berkaltan dengan kasus tersebut.

Proses dl TlngkatSekretaris Daerah
At^ dasar data/dokumen yang diterlma dari Inspektorat Kab. Luwu

f meneruskan kepada Kepala DInas Pengelolaan KeuanganDaerah selaku Sekretaris Majells Pertimbangan. Kegiatan yang dilakukan
yditu I

1. Menylapkan bahan-bahan sidang Majells Pertimbangan;
2. Menylapkan Konsep Surat Pemberltahuan (Surat Gugatan GantI Rugl dan

Konsep Surat Keputusan Pembebanan untuk ditandatangani BupatI Luwu
serta Konsep Keputusan lalnnya;

3. Menglrimkan/mendlstnbuslkan surat gugatan dan surat keputusan yano
telah ditandatangani oleh BupatI Luwu.

Proses dl Majells Pertimbangan
&kretarls Daerah Kab. Luwu selaku Ketua Majells Pertimbangan dijajaran
Pemerlntah Daerah dibantu Wakll Ketua, Sekretaris dan Anggota merupakan
penanggungjawab penyelenggaraan Tuntutan GantI Rugl, melakukan kegiatan
sebagal berlkut:
1. Melaksanakan sidang yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen

Keruglan Daerah yang diterlma darl Sekretariat Majells Pertimbangan;
2. Meneliti konsep Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan GantI Rugl

yang diajukan oleh Sekretariat Mejells Pertimbangan;

yang dilakukan dalam Tuntutan GantI Rugl Blasa

2.

3.
4.

5.

6.

' r
I
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3. Memberfkan Pertlmbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep
Surat Keputusan Pembebanan GantI Rugl atau Keputusan Pembebanan
Ganb Rugi atau Keputusan lain yang dlanggap perlu;
Memberlkan pertlmbangan kepada Bupati untuk Penerbltan Surat
Keputusan Pelunasan Pembebanan GantI Rugl berdasarkan laporan
pelunasan Keruglan Daerah yang dllakukan secara berjenjang darl
Bendahara/Pembayaran Gajl yang ditunjuk.

Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Pembebanan GantI Rugl
1. Pelal^naan Eksekusi Tuntutan GantI Rugi dllakukan sejak diterbltkannya

Surat Pembei^huan GantI Rugl dan batas waktu penyampalan tanggapan
telah tewat atau diterbltkannya Surat Keputusan Pembebanan GantI Rugl
oleh Bupab. Pelaksanaan Eksekusi tersebut diserahkan kepada Maiells
Pertmbangan; ^
Proses pelaksanaan eksekusi dllakukan sebagal berikut:
a) Setelah diterbltkannya surat pemberitahuan tentang GantI Rugl oleh

V Bupati, Sekretarls Daerah memerintahkan kepada Kepala DInas
^ Pengelotean Keuangan Daerah agar menunjuk Bendahara/Pembayar

Gaji untuk memotong Gajl atau penghasllan lain yang bersangkutan
ux ^®'̂ "9kutan menyetorkan langsung ke Kas Daerah;b) Setelah diterbltkannya Surat Keputusan Pembebanan GantI Rugl oleh

Bupati, Sekretarls Daerah memerintahkan kepada Kepala DInas
Pengdolaan Keuangan Daerah untuk segera menerbltkan Surat
Perlnteh Pembentukan Tim Pelaksana dengan tembusan disampalkan
kepada Bupati Luwu Cq. Sekretarls Daerah dan Pelaku;

c) Tim Pelaksana yang dibentuk Kepala DInas/Badan/Kantor terdlrl dari
para pejabat Satuan Kerja Daerah dan unsur-unsur Pengawasan
Kepegawalan, Perlengkapan, Hukum dan Keuangan. Ketua Tim
Pelaksana dijabatoleh Kepala DInas/Badan/Kantor;

d) Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana adalah :
1. Melaksanakan pelelangan barang sitaan dengan keglatan sebagal

DSnKUt I

Melakukan penelltlan dan penakslran kemball harga barang
yang ,akan dllelang dengan berpedoman kepada ketentuan
yang^erlaku;

- Menj^rahkan barang yang akan dllelang kepada Panltia Leiang
yangSalbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Luwu;
Menyerahkan hasll pelelangan kepada Pembayar Gajl /
Bandaharawan yang ditunjuk untuk selanjutnya disetorkan ke
Kas Daerah (dengan catatan setelah diperhltungkan dengan
blaya pemellharaan barang yang akan dllelang dan blaya
admlnlstrasi pelelangan);

- Apablla darl hasll pelelangan barang sitaan mlllk pelaku belum
dapat menutup seluruh beban keruglan yang ditetapkan dalam
Surat Keputusan Pembebanan GantI Rugl, maka diupayakan
penyltaan terhadap aset/barang kekayaan lalnnya mlllk pelaku
untuk diadakan leiang berlkutnya;
Menentuka kelanjutan atau dihentikannya pelaksanaan
pemotongan gajl dan penahasllan lalnnya darl pelaku

2. Membuat Beiita Acara tentang Pelaksanaan Pelelangan;
3. Membuat dan melaporkan djaftar perhltungan hasll pelelangan

kepada Sekretarls Daerah dengan tembusan disampalkan kepada
Kepala DInas/Badan/Kantor dengan dllamplrka buktl-buktl terkalt.

4.

2.
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e) Pembayar Gajf / Bendahara yangh ditunjuk mempunyal tugas dan
kewajiban sebagai berikut:
1. Menerima setoran potongan angsuran Kerugian Daerah menurut

Daftar Gaji berdasarkan Surat Perintah Pemotong Gaji;
2. Menylapkan laporan mutasi tentang pemotongan angsuran

Kerugian Daerah untuk dimasukkan kedalam data Komputer/Buku
Catatan;

3. Menerima setoran tunai lainnya selain melalul pemotongan daftar
gaji setiap bulan sebagai angsuran pelunasan pembebanan
hutang/ganti rugl;

4. Membukukan sesual dengan admlnistrasi keuangan yang berlaku
dl llngkungan Pemerlntah Daerah;

5. Melaporkan pelaksanaan pemungutan / pemotongan angsuran dan
setoran tunai dari pelaku yang disetor ke Pemegang Kas Daerah
(PKD) kepada Kepala DInas/Badan/Kantor dan tembusannya
disampaikan kepada Inspektorat Kab. Luwu pada setiap akhir
bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berlkutnya);

6. Apabila pelaku memasuki masa penslun, maka Pembayaran Gaji
/Bendahara yang ditunjuk memindahkan sisa Kerugian Daerah
tersebut per Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
kepada Pt. Taspen/Instansi/Lembaga/Keuangan yang ditunjuk
dimana pelaku akan menerima hak penslun;

7. Apabila pelaku dipindahtugaskan (mutasi), maka Pembayaran Gaji
/Bendahara yang ditunjuk memindahkan sisa utang kerugian
Daerah tersebut per SKPP kepada Pembayar Gaji ditempat bam

•dimana pelaku akan menerima pembayaran gajl/penghasilanna;
8. Melaporkan hasil pengembalian Kemglan Daerah dari pelelangan

barang jamlnan barang kekayaan yang disita oleh Tim Pelaksana
kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor dan tembusannya disampaikan
kepada Inspektorat Kab. Luwu ;

0 Setelah seiesai dllaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kepala
DInas/Badan/Kantor melaporkan hasilnya kepada Bupati Cq.
Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat Kab. Luwu

g) Apabila pelaku telah melunasi jumlah Kemglan Daerah yang menjadi
tanggung jawabnya, maka Kepala Dinas/Badan/Kantor membuat dan
menyampalkan permohonan Surat Keputusan Pelunasan Ganti Rugl
kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan

Pasal 23

i\ negeri yang meningggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri ti'dak
ihui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 20
m Keputusan Kepala Daerah tentang Pencatatan TGR setelah mendapat

Smbangan Majeiis;
gi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya,

gan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang
lyebabkan kemglan Daerah tersebut;
gan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan
iluarkan dari admlnistrasi pembukuan;

[^catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sewaktu-waktu dapat
agih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
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BABV
ELESAIAN KERUGIAN DAERAH MENGALAMI KEMACETAN

Pasal 24
'J

hal penyelesaian keruglan daerah mengalami hambatan/kemacetan dan/atau
saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKDM ternyata pengembaliannya
* terselesalkan, maka Kepala Satuan Kerja melakukan tindakan-tindakan

li berikut:
laporkan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-

tmbatan yang dialami guna memlnta pendapaVpetunjuk dan sarannya.
in tersebut tembusannya disampalkan kepada;

Kepala DPKD
In^ktorat

ptombatan-hambatan yang sering dialami antara lain :
f Pelaku yang bersangkutan tidak menepati janji;
k Menlnggal dunia;

Melarikan dlii, menghllang dan tidak dikrtahui alamatnya;
i Maslh dalam menjalani hukum penjara.

pengupayakan kelengkapannya dokumen dan Infbrmasi untuk mendukung
ipendapatdan saran dari Bupati Cq. Sekretaris Daerah.
iMelaksanakan saran dan pendapat Bupati Cq. Sekretaris Daerah antara lain :
p. Apabila pelaku yang bersangkutan dalam menyelesaikan keruglan daerah

teijadl kemacetan, maka barang-barang yang dijaminkan segera dilakkukan
pelelangan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan;

U. Apabila pembayaran angsuran keruglan daerah selam 3 (tiga) kali berturut-
turut mengalami kemacetan dan telah dilakukan peneguran tidak membawa
hasil, dan dlserahkan penaglhannya kepada Badan/Instansi penaglhan yana
benwenang. ' ^
hal upaya menyelesaikan keruglan daerah yang telah dilakukan sebagalmana

dan pendapat Bupati tersebut di atas maslh mengalami hambatan/kemacetan
•^liannya, maka Bupati dapat memlnta pertimbangan kepada Badan
iksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negerl dengan tindakan sebagal

feporkan kepada menteri Dalam Negerl mengenai hambatan-hambatan yang
lami untuk memlnta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK^
ibusan laporan disampalkan kepada :
DIrektur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen
Dalam Negerl;
Inspektorat jenderal Departemen Dalam Negerl;

„ Inspektur Utama Pengawasan Umum dan Khusus, BPK;
iMengupayakan kelengkapan dokumen pendukung dan informasi dalam laporan
*««ebutdlatas; ^

iksanakan pertimbangan BPK.

BAB VI

DALUWARSA

Pasal 25

IPerbendahraan untuk Bendahara tidak diatur tentang batas waktu/daluwarsa
~an untuk mengganti kekurangan perbendaharaan yang menjadi

3bnya. Dengan demlkian terhadap Bendahara dapat dilakukan
an mengganti kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggungjawabnya.

demlWan tqrhadap Bnedaharawan dapat dilakukan pembebanan mengganti
Ian perbendaharaan tanpa batas waktu, namun berdasarkan Pasal 1967 Kitab
Jndang Hukum Perdata terjadi sesudah 30 tahun sejak diketahulnya kas tekor
lirangnya barang persedlaan dan tidak dilakukan upaya-upaya penyelesaian.
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BAB VII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

STSa™^''^'SL& 'P9Iin bendahara lag) dapat dibebankan araJb -^^ ™®! Pegawai
anggaran dimana keruglan daerah tereeh t ^

^jun anggaran dimana keruglan setelah akh r^tah?i. ®
'daerah tersebutterjadl. "" anggaran dimana

BAB VIII
GUGATAN PERDATA

Pasal 27

BAB IX
PEMBEBASAN

Pasal 28

Ipembebasan tagihan/plutang daerah Pemerlntah Hanaf i
secara muUak terhadap pelaku keAin^^ u ^ak
_sn keadllan bahwa pelaku vano hBreannu • ®P®P"p bsnlasarkan

InldaOThtelahmelepaskanhaktegihrnl Kntoi^tart1, pembebasan dimaksud dialukan atas seteglan maupun untuk
pafi. pemiohonan Majells Pertlmbangan

Pasal 29
.an untuk membebaskan atas taglhan daerah aria wi r>
ar pertlmbangan Majells Pertlmbanaan "^ttrwa pelaku keruglan daerah tidak bersalJT li buktl-

, Jtan menlnggal dunia tanpa ahll wane doiyISk " ditaglh dan yang
Ijuga terhadap taglhan-tagihan yang telah tagihan/plutang daerah
an lain terhadap teglhan v^am S Jtaninr Ik '"T" ° d®"93n
to ketentuan dibebaskan dibayarkan kemudlan ternyata
Vharus dikemballkan kepada oelaku terlanjur dibayarkan
HI terhadap denda yaang terlanjur dibavar Da^m ^"9a

'SKsa
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BABX

PENGHAPUSAN

m

Pasal 30

apusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat diiakukan

yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda
BM Ahll Warls dan apabila ada Ahli Warisnya juga dalam keadaan tidak
ampu;
aku yang bersangkutan telah dlpecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dalam
'aan ddak mampu;

aku yang bersangkutan dalam keadaan dl bawah pengampuan (euratlle)
arga dan Ahll Warisnya tldak mampu.

pesalan kerugian daerah dengan cara penghapusan piutang daerah ini
akan penghapusan darl admlnlstrasl piutang daerah saja, namum hak taglh

intah daerah maslh tetap ada, blla dikemudlan harl yang bersangkutan
Ikembali.

hal-hal sebagai tersebut dl atas tindakan-tlndakan yang diiakukan adaiah :
in Keija mengajukan usul penghapusan kepada BupatI dengan dllamplrkan

imen:

Surat Keterangan Tldak Mampu yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa dan
diketahul oleh Camat;
Surat Keterangan Kematlan dari yang berwenang/Dokter;
Surat Keterangan tentang tidak d iketahui iagi tempat bnggalnya yang dibuat
oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir dan diketahul oleh Camat;
Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar berada di
bawah pengampuan yang dibuat oleh pengampuh dan dllegalisir oleh
Lurah/Kepala Desa, Surat Keterangan Ini diperkuat dengan Surat Pernyataan
Dokter Pemerintah/Instansi yang ditunjuk;

5. copy Surat Pembebanan Ganti Rugi dari Bupati;
6. Keterangan tentang perhitungan pengembalian kerugian daerah dari

pembayar gaji/Bendahara yang ditunjuk.
jifiupatl Cq. Sekertaris Daerah selanjutnya memerlntahkan kepada Tim Majelis
|Pertlmbangan untuk melakukan peneliban,dengan membentuk Tim peneliU.
IliMajelis Pertlmbangan dalam melakukan tugasnya menitik beratkan kepada
.keadaan harta kekayaan pelaku kerugian Daerah darl keabsahan daripada surat

ji'heterangan tldak mampu maupun keterangan lalnnya yang terkalt.

Kepala Satuan Kerja setelah menerima hasil penelitian dari Majelis Pertlmbangan
3menyampaikan kepada Bupati dengan dilampirl dokumen/data pendukung

lalnnya seperti:
1. COpySlcnM;
I Copy surat-surat taglhan/peringatan oleh satuan keija atau kepala unit kerja

OrganlsasI;
3. Copy dokumen/surat-surat barang jaminan;
4. Hasll pemeiiksaan terhadap barang-barang jaminan yang diiakukan oleh

Majelis Pertlmabangan yang dllaksanakan satu bulan sebelum dlserahkan.
5. Data/dokumen lalnnya yang berkaitan dengan kerugian daerah tersebut.
Berdasarkan hasil berlta acara hasll penelitian tersebut,Bupati memerintahkan
persetujuan pengahpusan kerugian daerahkepada DPRD;
Setelah surat persetujuan penghapusan dari DPRD tentang persetujan
penghapusan diterimah oleh Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang
penghapusan kerugian Daerah;
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Keputusan BupatI tentang penghapusan keruglan Daerah tersebut ofen
ppati disampalkan kepada Dalam Meterl Dalam Negeri, untuk mendapatkan
Ipengesahannya dengan dllamplrkan;
|l. Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan penghapusan plutang/keruglan
I daerah;
|2. Berita acara penelltian/pemeriksaan dan berlta acara darl Majells

Perb'mbangan;
13. Berita acara pemeriksaan dari kepolisian (apabila khususnya berkaitan

dengan kecurian,kehilangan, penipuan dsb);
lA. Surat-surat lain yang menguatkan dan ada hubungannya dengan

penghapusan keruglan daerah tersebut.
jBerdaMrkan Surat Keputusan penghapusan keruglan Daerah darl Menteri Dalam
/Negeri maka kekayaan Daerah yang dirugikan tersebut dihapus darl admlnlstrasi
»pembukuan;
Bendasarkan pertimbangan efeslensi keruglan daerah yang bernllal sampal

Idengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ruplah) dapat diproses penghapusanya
pbersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang sisa Perhltungan
lAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tahun anggaran berkenaan;
iSecara berjenjang satuan kerja melaporkan kepada BupatI tentang sIsa
^bebanan keruglan daerah yang dihapuskan untuk diperhltungkan kedalam
Idsa perhltungan Anggaran Daerah.

jpusan Keruglan Daerah akibat force mejeure.
j teijadl keruglan daerah karena force majeure (keadaan dlluar kemampuan

atau dlluar dugaan manusia), satuan kerja mengambll tindakan untuk
yelesalan admlnlstraslnya. Dalam keruglan daerah karena force majeure tadak
penuntutan terhadap pelaku karena dlluar keselahan kelalalan atau kealpaan,
tdlsebabkan:

I Keadaan dlluar dugaan manusia seperti pencurian penodongan penggarongan
I atau perampokan dan laln-lain,
1Keadaan dlluar kemapuan manusia seperti:

1. Bencana alam seperti gempa bumi, tana longsor banjir dan kebakaran
2. Proses alamla seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurangi dan

menguap.
1penyelesalan keruglan daerah karena force majuere adalah sebagal berlkut:

iApabila menyangkut perBendahara uang, proses penyeleslannya dengan
penghapusan untuk penyehatan buku,
Keruglan daerah yang disebabkan atas kekurangan uang darl perhltungan
Bendahara dan atau kekurangan uang kas (kas tekor) yang tidak segera dapat
ditutup maka mengaklbatkan pembukuan Bendahara menjadi tidak berlmbang
atau admlnlstrasi pembukuan bendeharawan menjadi tidak sehat
Untuk menyehatkan kemball admlnlstrasi pembukuan Bendahara tersebut
ditempuh langkah-langkah sebagal beiikut:
1. Satuan keija mengajukan usul persetujuan penghapusan kekurangan uang

dari perhltungan Bendahara apabila merupan bukan keselahan,kealpaan
kelalalan Bendahara kepada BupatI secara berjenjang.
Selanjutnya BupatI usul dimaksud disampalan kepada Meterl Dalam Negeri
dngan dllamplrkan data:
(a)Surat keterangan hasll penelltian/pemeriksaan dari kepolisian setempat dl

tempat kejadlan perkara;
(b)Surat keterangan dari pemegang Kas Daerah (PKD) pembayaran tentang

kekurangan kas;
(c) Laporan hasll pemeriksaan (LHP) terhadap Bendahara oleh Inspektorat;
(d) Penelltian dan pendapat Sekretarls Daerah selaku ketua Majells

Pertimbangan tentang jumlah keruglan daerah yang terjadl dan
penjelasan bahwa keruglan tersebut disebabkan bukan atas
keselahan/kealpaan/kelalalan Bendahara yang bersangkutan.
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ApIWIa keruglan daerah dfsebabkan atas keselahan/kek
BCTdahara, maka satuan keija mangajukan usul persetujuan
antara Mido buku dan saldo kas atau saldo barang k^
Sekretaris Daerah secara berjenjang. Selanjutnya mengajuiw

Negerl, dengan melampirkan data/dokumei,
a. Beritanaara pemeriksaan Kas/Barang register penutupan kas/u.

"""" '^'^"9'^" klekuranga.,
b. Copy Surat Keterangan tanggung jawab mutlak
c Peneljtian dan pendapat Sekretaris Daerah tentang jumlah keruqian

daerah yang teijadl dan penjelasan bahwa keruglan tersebut bukan
merupakan keselahan/kelalalan/kealpaan Bendahara;

D Pembayar menerangkan keruglan tersebut
menerbltkan Surat

® Penediaan kekurangan perbendaharaan denganmenantumten nomor dan tanggal persetujuan darl Menteri Dalam Neqeti-
i Surat Keputusan tersebut DPKD menerbltkan Surat Penyedlaan

S Penyedlaan Dana (SPD) tersebut dijadlkan dasar olehatuan keipa yang menderlta kerugianuntuk mengajulkan SPP SPMU Nihll
to selanjuj^ SPMU NIhll tersebut dlbukukan pada lajur perS^aS
sebagal pembetulan admlnlstrasl Bendahara. j h a

menyangkut uang pembayaran gajl Pegawal
^^25? lain disebabten, perampokan, penodongan, pencurlan atau penggelapanimaka proses penyelesalannya sebagal berlkut: M«i9geiapan,

SSabn® tahun anggaran sedangteijalan. BupatI Cq. Kepala DPKD menerbltkan SPMU gajl kedua kepada
^megang Kas Daerah dan selanjutnya BupatI mengajukan Surat
Permohonan penggantlan gajl yang hllang kepada Menteri Keuangan Cq.
Dlrekborat.]enderal Anggaran. ^

^̂ ''®9®W3l yang hllang ada tahun anggaran yang telahdftu^, BupatI Cq. Sekretarlafe Daerah mengambll langkah-langkah sebagal
(a) Mengajukan permlntaan penerbltan SPD pembayaran gajl kedua kail

kepada Kepada Menteri Keuangan Cq. DIrektorat Jenderal Anggaran
dengan melengkapl data:

Surat Keterangan darl PKD pembayar tentang pertanggungjawaban
gajl bulan berkenaan;

- Copy SPMU Gajl dan Daftar Gajl bulan berkenaan;
Penllalan dan pendapat daerah tentang jumlah keruglan daerah yang
teijadl dan penjelasan bahwa keruglan tersebut disebabkan atau
bukan disebabkan atas kesalahan/kelalalan/kealpaan/Bendahara
bersangkutan.

(b)Atas dasar SPD yang diterlma, BupatI mengajukan usul
penghapusan/penladaan sellslh atas uanga pembayaran gajl yang hllang
tersebut dengan memperhatlkan langkah-langkah yang diuralkan dl atas.

Apablla menyangkut Bendahara barang prosesnya dllakukan sebagal berlkut:
1. Untuk pelaksanaan penghapusan yang karena pencurlan, pencdongan,

penggarongan, perampokan atau karena bencana alam seperti banjir,
kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan sebagalnya, maka satuan kefja
yang anggarannya yang diruglkan menyampalkan usulan penghapusan
kepada BupatI Cq. Sekretariat Daerah ddllengkapl:
a) Surat keterangan darl kepollslan setempat yang menyatakan bahwa telah

terjadi kehllangan tersebut karena disebabkan pencurlan, penodongan,
perampokan dan bsebagalnya;

b) Berlta Acara Pemerlksaan/laporan hasll pemerlksaan (LHP) darl
Inspektorat;
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c) Surat Keterangan dari Satuan ket^a;
d) Keterangan dan Informasi lalnnya «•

meteorologi dan Geofislka dan maF
bencana alam dimaksud.

if'lintuk pelaksanaan penghapusan ka*"
mencalr, menyusut, dan mengure
prosentase (%) yang diperkenaniu.
pelaksanaan penghapusannya dilakukai.

'meminta kuasa dari Bupati yaitu dengan c*.
P̂enerlmaan, Penyerahan dan Pemeriksaan.
Untuk pelaksanaan penghapusan dengan cara kori.
melakukan perhitungan kekurangan barang denu
per^laan dalam gudang, apablla barang-barang dim^
perb^aan baik sifat, kualltas, harga dan dalam waktu yc

pertimbangan dan persetujuan serta ke^

« menyangkut barang Inventaris kantor maka, prases penvelesai..
San pS!?. .. inventaris kekayaan mlllk daet.Bgalmm Persian menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentana
doman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

' buktf

lan

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 31

Pembayaran pengemballan keruglan Daerah tidak saja
menyatakan keinglnannya untuk

,11? iT Daerah (plhak yang meruglkan/bertanggungjawab atas
Ti/? 4KI. "i? memperoleh balk ahll warls ataupun mungkin wall)juga pejabat Ikut mengetahui bahwa keruglan Daerah akan diselesalkan'
Kjngan dengan hal tersebut plhak yang meruglkan /bertanggungiawab atas

y^ng diderita Daerah dapat menyetor langsung ke Kas Daerah atau
to kompen^i atas hak-hak yang akan diterimi dari oleS. (SI alii
r^ha^lan lalnnya) dan menyampalkan tanda bukB penyetoran tersest
!»Sn selanjutnya untuk dlteniskan kepada Bendahata
Sdapat

j . SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan. maka Kpnaia

ihSbSf" Daerah dapat mengambn
Jengusulkan secara hferarkls untuk menjbal agunan pelaku;

ps'aku, kemudlan melaporkan hasll oemantauang^a Sekn^ris Daerah Cq; Kepala DPKD. Bertasarkan SnterSS

IPdaku dan Atasan Langsung yang Ikut bertanggungiawab.
si "if®®"®' ^a"® meruglkan Daerah maka perplndahan
MunaT Pemlndahan laglhan/kewajiban mengganb keruglan Daerah

^ Pembebanannya agar disampalkan kepada Bendahara Ga«
SKKeS,™ menjadfpelapor /

r...!!!?® ?";"?sllan tersebut adalah Atasan Langsung yang Ikutjungjawab terhadap proses penyelesalan penggantlan kerSqlan Daerah
selanjutnya akan berallh pada Pejabat yangisebagal Atasan Langsung pelaku keruglan Daerah.



Si, .
!(• f

26

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 32

. itbangan pengembalian kerugian Daerah dari pelaku ya.
|fnenenjs dipantau oleh Sekretarls Daerah Cq. Kepala DPk
S Pertimbangan untuk selanjutnya atas nama Bupati dalam .

imelaporkan secara hierarkls sesuai Pasal 25 Peraturan Menten
^STahun 1997.

Daerah Cq. Kepala DPKD selaku Sekeretarls Majells Pertli,
Ikan t^uran tertulls kepadda kepala Dinas/Badan/Kantor yang dlru.
hasil tindak lanjut perkembangan pengembalian kerugian Daerah sane

l(atau berlarut-larut

BAB XIII
JEtlS PERTIMBANGAN TP-T6R KEUNGAN dan BARANG DAERAH

Pasal 33

gte kelancaran dan percepatan proses penyelesalan/pemullhan kerugian
aka pertu penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja Majells Pertimbangan,

iPokok
jumpulkan, menatausahakan, menganillsis dan mengevaluasi kasus TP-TGR
diterima;

dan meiaksanakan eksekusi TP-TGR;
iberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupab* pada setlap kasus
jmenyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan,
loebasan, penghapusan, • hukuman disiplln, penyerahan melalui Badan

ran, penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan
lhan melalui instansi terkait;

lapkan lap)ran Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus
1 periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. DirekturlOTi PUCy, tembusan ke BPK, Sekretarlat jenderal dan Inspektorat Jenderal
artemen Dalam Negeri.
jian Tugas

bertugas:
Memimpin /mengarahkan seiuruh Kegiatan Majells Pertimbangan;
Memimpin sldang / rapat Majells Pertimbangan;
Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setlap kegiatan Maielis
Pertimbangan kepada Kepala Daerah.
ilKetua bertugas:

Membantu Ketua dalam meiaksanakan tugasnya;
Mewaklll Ketua menjalankan flingsinya dalam hal Ketua berhalangan
cretaris bertugas;
Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
Memimpin Sekretarlat dan menyelesaikan seiuruh urusan admnistrasi Maielis
Pertimbangan;
Menerima, mencatat dan mengeioia kasus-kasus kerugian Daerah yang
diterima dari Bupati Cq. Sekretarls Daerah melalui Majells Pertimbangan;
Menyusun dan mengatur jadwai waktu dan tempat persidangan. Majells
Pertimbangan;
Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang /rapat Majells Pertimbangan;
Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majells Pertimbangan
yang dilakukan secara tertulls;
Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majells
Pertimbangan;

buktf

lan
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gumpulkan / menyusun berkas TP-TGR berdasarkan data/bahan buktf
ng lengkap;
nbuat notulen sidang/ tapat Majelis Pertimbangan;

tobuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian Daetah dengan
|memberjkan pertimbangan hukumnya;

^^;Mempefslapkan, mengumpulkan dan mendisMbusikan surat gugatsn Surat-
jsuiat Keputusan BupaO yang menyangkut TP-TGR; '
i^aksanakan dan memlmpin rapat Sekretarlat sekurang-kurangnya sekall
Idalam sebulan atau setlap diperlulbn.
iggota bertugas;
fMenghadlrl setlap sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
Mempelajarl dan meneliti bahan-bahan yang disampalkan oleh Sekretarls

,Majelis Pertimbangan;
.Memberlkan pertimbangan / saran dan turut serta secara aktif dalam setlao
pengambllan Keputusan Majelis;

}.Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

danRapat
ig Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekall dalam

bulan dan atau 2 (dua) minggu sejak diterlmanya bahan-bahan sidanq
Anggota Majelis Pertimbangan;
Ida^ngan Majelis Pertimbangan pada haii yang telah ditentukan hanya
lutuslsn penyelesalan kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan
inya oleh Sekretarls Majelis Pertimbangan;
!'l Pfif^nibangan dalam sidang /rapatnya dapat memanggillahara/Pegawal bukan Bendahara yang disangka/dlduga melakukan
luaten melanggar hukum, lalal dalam melaksanakan tugasnya balk langsung

lu tidak langsung mengaklbatkan kerugian Daerah untuk dimlntakan
lasannya;

Ilia dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar / memlnta
irangan kepada ahli, plhak ketiga dan atau atasan langsung yang
ingkutan untuk dimlntakan p^njelasan/keterangannya;ppat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan;

ISidang
ang Majelis Pertimbangan s^aln dihadiri oleh anggota, dapat juda dihadiri
\\ anggota Sekretarlat Majelis Pertimbangan;
ang Majelis Pertimbangan harus memenuhl quorum yang dihadiri oleh 2/3

piail jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apablla tidak memenuhl quorum
inaka sidang tidak dapat dllaksanakan;
gpablla Ketua berhalangan hadir, maka sidang diplmpin oleh Wakll Ketua dan
^ioablla Wakit Ketua juga berhalangan, maka sidang diplmpin oleh Sekretarls

^jelis Pertimbangan;
ablla anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadIr dalam sidang, anggota

|yang bersangkutan harus membeiitahukan secara tertulls kepada Majelis
IPertimbangan melalul Sekretarls Majelis Pertimbangan.
lApablla anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadIr dalam sidang pertama,
langgota yang bersangkutan harus hadIr dalam sidang berlkutnya dan apablla
fanggota yang bersangkutan maslh berhalangan, maka la wajib menerlma hasil
Iputusan sidang.

an Sidang :
^Kfeputusan sidang diambll secara musyawarah dan mufakat;
IHaksuara untuk mengambll keputusan dalam sidang hanya dimlllkl oleh anqqota
IMajells Pertimbangan;
f'Apablla dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka Keputusan yang
sfSUdah diambll dengan suara 2/3 darl jumlah anggota yang hadIr;
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mengurangi hak suara anggofa Majelis Pertimbangan dalam mengambil
innya, anggota Sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimlntakan
danpenjelasan yang dipeiiukan;

m sidang Majelis Pertmbangan mempunyai kekuatan hukum yang
ilkatsetelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

piran yang digunakan sebagajmana tercantum dalam Lampiran I sampal XII
skan baglan yang b'dak terpisahkan dalam Peraturan Bupati inl.

al yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai teknis
anaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis berdasarkan peraturan
ang-undangan.

Pasal 35

Makunya Peraturan Bupati Ini, maka pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan
an Ganti Rugi Keuangan dan barang daerah berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 36

an Bupati ini beiiaku pada tanggal diundangkan

ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
Ipenempatanya dalam Berlta Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan dl Belopa
pada tanggal iiarat 2912

ikan dl Belopa
20 Marot 2912

rARlS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SUP/

A. MODZAKKAR

SYAIFULALAM

rA DAERAH KABUPATEN LUWUTAHUN 2012 NOMOR 15
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LAPORAN TENTANG KERMGIAN DAERAH

Rahasia

Temuan Kegiatan

Kepada
Yth. BupatI Luwu

Di,-
Belopa

LAMPIRAN I

Sehubungan dengan telah ditemukan kasus kerugian Keuangan Daerah pada
I / bersama inl dllaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi dl
*8dan/Kantor dengan penjelasan sebagal berfkut:
^umlah Kerugian Daerah

||n^ pelaku / tersangka :
Tiflama

^Pangkat/Gol
atan

iffiP

(uralan singkat kejadlan) ..
as/^Tim yang menemukan :

I^Nama'

iPangl4t/Gol
SJabatan

NIP

akan
Yang telah dllakukan
Yang sedang dllakukan
Yang akan dllakukan
niklan laporan Inl dibuatdengan sebenamya dan terlma kaslh.

an:

Kepala DInas / Badan / Kantor

aktur Inspektorat Kab. Luwu dl Belopa;
Urn Majells Pertlmbangan TP-TGR Kab. Luwu dl Belopa;

I
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LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

snda tangan dibawah ini;

^Gol.

iKantor
^Rumah

Ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab atas
an Daerah/Kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp (dengan
iyaitu yang disebabkan karena dengan penjelasan sebagal
lit
ijah keruglan/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menglrlmkan uang
ilah tersebut diatas melalul Kas Daerah pada tanggal
Ibuktl atau pengirlman uang sebagaimana terlampir).

jh kemglan/kekurangan tersebut akan saya ganti daiam jangkan waktu
in dengan jaminan berupa Apabiia daiam jangka waktu yang teiah
ipkan saya tidak dapat meiunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut
idijuai kepada pihak ketiga.

ingan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan :
iiBahwa Pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban
sdan saya akan menerima kembaii apa yang teiah dibayar, jlka setelah pemberian
rketerangan ini terdapat hai-hai yang sekiranya diketahul leblh dahuiu akan
menyebabkan Daerah membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan

iperbendaharaan;
Bahwa Daerah masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan/kerugian
Daerah dan saya menerima kembaii apa yang teiah dibayar apabiia steiah
keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat
diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat daiam pengurusannya

^atau kekurangan itu adaiah akibat dari pengaruh aiam, pencurian, rusak, hiiang
diluar kesaiahan, keiaiaian dan kealpaan.
Bahwa daiam pertanggung jawaban bersama kepada saya dapat diberikan
pembayaran kembaii atas keiebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan

.kepadasaya.
Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembaii atas
dasar ketentuan yang beriaku.

Belopa, 2012

Ttd

iksl: 1..
2.

Nama tersangka
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LAMPIRAN III

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
PEM0T0N6AN GA3I/PENGHASILAN LAINNYA

bertandatangan dibawah ini;
t

ilingkat/Gol.

Iini memberi kuasa kepada

kat/Goi.

-KHUSUS-

)ng Gaji sebesar Rp sesuai dengan SKTJM Nomor
9di ttf•
apatan iain-iain

aktu pemberian kuasa adaiah sampai dengan peiunasan SiCTJM.

idiberi kuasa

Beiopa, 2012

Yang memberi kuasa
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SURAT KUASA MENJUAL

BARANG-BARAW6 YANG DI3AMINKAN

LAMPIRAN IV

iitandja tangan dibawah ini:

amat

|ilni memberi kuasa kepada

]kat/Gol.

Ini bertlndak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam meiakukan :

atas nama pemberl kuasa meiakukan tindakan hukum berupa menjual,
,menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas

ryang telah diserahkan kepada Daerah sesual dengan surat penyerahan

isurat kuasa In! diberlkan dengan substitusl.

Belopa, 2012

Idlberi kuasa
Materal

Yang memberi kuasa
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KOP BUPATT LUWU

SURAT PEMBERTTAHUAN

LAMP

Belopa, 2012

Kepada
Yth. Sdr

Dir

iMCTurut laporan dari tertanggal dan hasll penelitian
II kekurangan perbendaharaan / kemgian Daerah sebagal akibat
ilahan Sdr. Pangkat/Golongan , NIP Jabatan

sehlngga Daerah menderita keruglan sebesar Rp (dengan
ig terdiri dari uang sejumlah Rp (dengan huruf) dan bempa barang

phaiga taksiran Rp ^

l^gan Inl kepada Saudara diberl kesempatan dalam waktu 14 (empat belas)
Btelan menerirna surat inl, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis.

saudara bersedia mengganti dengan sukarela sejumlah tersebut secara
«dengan menyetorkan dl Kas Daerah ataupun berjanji akan
!ur dalam beberapa angsuran dengan member! jamlnan yang nllalnya cukup
ISaudara memberltahukan hal Itu kepada kaml.

hc^jlban sebagaimana tersebut diatas, sesual dengan ketentuan Pasal 50
nPemerlntah Nomor 5Tahun 1975 tidak mengurangi hak Pemerlntah Daerah

k u°" Peradllan telah menjatuhkan hukuman penjara,an jabatan berupa pemecatan dari jabatan tIdak dengan hormat.

K-RI Perwakilan Prov. Sulsel dl Makassar;
• jrJenderal PUOD DepdagrI dl Jakarta;

lurJenderal DepdagrI dl Jakarta;
IDPRD Kab. Luwu dl Belopa;
' jrInspektorat Kab. Luwu dl Belopa;

Bnggal,"

BUP TI LUWU,

A. M KKAR
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KEPUTUSAN BUPATI LUWU
Nomor:

TENTANG
PEMBEBANAN

BUPAn LUWU

Surat Tanggal Nomor
berserta lampirannya yang menyatakan bahwa :
a. Berdasarkan laporan Kepala Dinas / Badan / Kantor

yang disampaikan dengan Surat Pengantar / Nota Dinas
tanggal Nomor telah terjadi kekurangan
Perbendaharaan sebesar Rp (dengan huruf) dl
DInas/Badan/Kantor atas tanggung jawab
pada DInas/tedan/Kantor tersebut Saudara

b. Kekurangan Kas tersebut cjiketahul pada tanggal pada
waktu diadakan serah terlma antara dengan
atau pada waktu diadakan pemerlksaan Kas oleh

c. Berdasarkan hasll pemerlksaan /penelltlan ternyata bahwa
kekurangan kas tersebut berasal darl uang dan
digunakan oleh Saudara

d. Pada tanggal Saudara telah membuat
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan menyatakan
sanggup untuk mengganti kekurangan kas tersebbut, ternyata
baru dikemballkan sebesar Rp

a. bahwa terhadap Surat Pemberitahuan kami tanggal
noTior kepada Saudara telah dibeii kesempatan
tenggang waktu 14 (empat belas) harl untuk melakukan
pembelaan dirl;

b. bahwa terhadap Surat Pemberitahuan termasuk pada huruf a
dl atas temyata Saudara b'dak melakukan pembelaan diri
berdasarkan surat tanggal akan tetapl pembelaan
tersebut tidak cukup alasan-alasan untuk membebaskan
tanggungjawab saudara darl tuntutan perbendaharaan;

c. bahwa mesklpun Saudara telah memberikan Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas kekurangan
Kas/Keruglan Daerah dimaksud namun menglngat bahwa sisa
kekurangan sebesar Rp. belum dllunasi, sehlngga
perlu untuk membebankan penggantlan dengan Surat
Keputusan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerlntaha Dl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
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4. Peraturan Pemerintah Norr
Pengurusan, Pertanggungjav
Daerah (Lembaran Negara'

5. Peraturan Menteri Dalarr
Nomor 2 Tahun Pel?
Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri D'
Pedoman Pelaks'

Tuntutan Ganti Rug.
Petunjuk Pelaksanaan;

7. Instruksl Menteri Dalam Nege.
24 Jull 1977 Tentang Penunjuk Pt.
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 •.
dan Tuntutan Ganti Rugl mengenal Barang.

VIII

Ikan : 'Pendapat Majells Pertimbangan Tuntutan Perbendaiu
Tuntutan Ganti Rugl Keuangan dan Barang Daerah
Suratnya tanggal Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah
dalam hal pengurusan yang dllakukan oleh Bendaharawan/Kepala
DInas/Badan/Kantor sejumlah Rp ( )
dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada Daerah
selama ini sebesar Rp sehingga masih tersisa
sebesar Rp

Apabila ternyata dikemudlan harl terdapat kekellruan didalam
ketetapan Ini akan ditinjau kemball.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

Perwakllan Prov. Sulsel dl Makassar;
jrJenderal PUOD Depdagri di Jakarta;

jr Jenderal Depdagri dl Jakarta;
IDPRD Kab. Luwu di Belopa

jr Inspektorat Kab. Luwu dl Belopa;
Ibersangkutan untuk diketahul dan dilaksanakan.

BllPATILUWU,

ZAKKAR
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TAN VIII

SURAT KEPUTUSAN BUPAT

Nomor:

TENTANG

KETERANGAN TINGKAT

BUPATl LUWU,

Surat Saudara
Bendaharawan/Pegawai/Perusahaan Daerah/Pekerja
Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya

tanggal yang berisi antara lain :
1. Keterangan bahwa Surat Keputusan BupatI Luwu

tanggal Nomor telah diterima olehnya pada
tanggal

2. Keterangan bahwa Surat Keputusan BupatI Luwu Itu
memutuskan, menetapkan jumlah uang yang harus diganti
kepada Daerah oleh Saudara bekas Bendaharawan/Pegawai
Negerl/Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah pada
DInas/Badan/Kantor sebesar Rp (dengan huruf)
Permintaan agar supaya Surat Keputusan tersebut ditlnjau
kemball dengan alasan seperti yang telah dikemukakan olehnya
dengan suratnya tanggal Nomor yang
ditujukan kepada:
a
b "

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saudara bekas
Bendaharawan/Pegawai Negerl/Perusahaan Daerah/Pekerja
Daerah, bahwa dapat/tldak dapat membebaskan
yang bersangkutan darl tanggungjawab sebagal Bendaharawan
atau Pegawal berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 50 Peraturan
Pemeiintah Nomor 5 Tahun 1975;
bahwa apa yang dikemukakan oleh bekas
Bendaharawan/Pegawai dalam suratnya tersebut dapat/tldak
dapat digunakan sebagal dasar untuk memberlkan pembebasan
darl pengganb'an jumlah kekurangan dimaksud.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintaha Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan GantI Rug! Keuangan
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dan Barang Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu No

dalam pasal Pertama ditetapk*
diganti kepada Daerah dalam '
oleh Bendaharawan/Pegawai f

(

Pendapat Majells Pertimbangai.
Tuntutan GantI Rugi Keuangan dan ba,.
tanggal Nomor

VIII

MEMUTUSKAN :

- Menguatkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Luwu Nomor
Tanggal

- Membetulkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Luwu
Nomor tanggal

- Menambah / mengurangi jumlah keruglan Daerah yang harus
diganti oleh Bendaharawan/Pegawai Negeii/Perusahaan
Daerah/Pekerja Daerah yang ditetapkan

- Menambah / mengurangi jumlah keruglan Daerah yang harus
diganti oleh Bendaharawan / Pegawal Negeri / Perusahaan
Daerah / Peketja Daerah yang ditetapkanberdasarkan Surat
Keputusan Pembebanan Bupati Nomor
tanggal sebesar Rp menjadi
RP ( ).

Apablla ternyata dikemudlan harl terdapat kekellruan dl dalam
ketetapan Int akan ditinjau kemball.

Dltetaakan dl Belopa
pada tanggpP:

A. KKAR

|<Bsampaikan kepada:
Iksa Keuangan;

|Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
rJenderal PUOD Oepertemen Dalam Negerf;
rKenderal Depertemen Dalam Negeri;

IKas DaerahTIngkat Kabupaten
rinspektorat Kabupaten

iPInas/Lembaga/Satuan/Keija Daerah;
akutan untuk diketahul dan dllaksanakan
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SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU

Nomor:

i TENTANG

PEMBEBANAN BIAYA

BUPATI LUWU,

LAMPIRAN VIII

1. Laporan dari (Instansi yang bersangkutan) tentang peringatan
yang diberikan kepada saudara bendaharawan
pada agar dalam waktu yang ditetapkan membuat dan
mentglrimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengenai
uang/barang yang ada dalam pengurusannya.

2. Surat Keputusan Bupatl Luwu
Nomor .Tanggal tentang Penunjukkan Seorang
Pegawal Yang ditugaskan membuat Surat Pertanggungjawaban
ex-officio berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 1975 atas nama Bendaharawan termasuk atas.

3. Surat BIro/Baglan
Keuangan tanggal Nomor ya
ng menyatakan bahwa:

a. bahwa
b. bahwa gajl 1 (satu) tahun dari Saudara tersebut

diatas adalah sebesar Rp
1. bahwa berdasarkan surat Biro/Baglan Keuangan tersebut

terdapat aiasan untuk membebasakan blaya kepada
Saudara Bendahar4awan pada
DInas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang temyata tidak
membuat/menglrlmkan SPJ yang menjadi tanggungjawabnya,
meskipun telah diperlngatkan dan diberikan waktu untuk
membuatanya.

2. berdasarkan aiasan sep[ertl tersebut angak 1 diatas, maka
dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala
Daerah tentang Pembebasan Biaya.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
Pembentukan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepeg^aian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomoi^ SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
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5. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendagaraan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Pendapat Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi daiam Suratnya
Tanggal Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan Jumlah Biaya Pembuatan Perhitungan ex-office yang
harus dibebankan Kepada
Saudara Bendaharawan Pada
DInas/Lembaga/Satuan Ketja Daerah atau ahll
warlsnya di sebesar Rp
( ) dan harus disetor ke kas Daerah.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat
Keputusan Ini akan di tinjau kemball sebagaimana mestinya.

BUP

iiidisampalakan Kepada Yth:
Dalam Negeri Cq

lllpektorat Jenderal PUOD Depertemen Dalam Negeri;
pspektorat Jenderal Depertemen Dalam Negerl;

Pemeriksa Keuangan;
Pemerlksa Keuangan dan Pembangunan;

r Inpektorat Kabupaten Luwu;
Biro Keuangan/Bagian Keuangan;
Dinas/Lembaga/Satuan/Kerja Daerah;
TP-TGR Kabuapeten;

beisangkutan untuk diketahui dan perhatiannya.

A.MUDZAKKAR
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LAMPIRAN VIII

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN KAS

iri ini tanggal bulan tahun yang bertanda
I(Hbawah Ini PemeriksaAlni Perhitungan Ex OfFicIo, berdasarkan

jas/Surat Keputusan/Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
ir. tanggal terdlrl dari :

angkat/Golongan
in

ama

ingkat/Goiongan
abatan

m

[Nama
iPangkat/Golongan
l&batan
NIP

Melakukan pemeriksaan Kas/Barang Bendaharawan
IKnas/Lembaga/Satuan Kerja Tahun Anggaran /
i^yang lalal tidak membuat pertanggung jawaban/melaiikan diti/menlnggal
^rdunia.

melakukan pemeriksaan Kas/barang tersebut turut hadir/menyakslkan
ityang ditunjuk dan Bendaharawan/ahll waris/pengampu terdlrl darl:

Nama

Pangkat/Golongan
Jabatan
NIP

Nama

Pangkat/Golongan
jabatan

NIP

lada Penutupan Buku Kas umum menunjukkan :
I
I. Jumiah Pemeriksaan sebesar Rp.

Jumlah Pengeluaran sebesar Rp..
U
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fSdIdo Buku Kas Umum sebesar.

ri dari:

Lembaran Uang
Lembaran Uang
Lembaran Uang

iLembaran Uang
1Lembaran Uang

ij Lembaran Uang
Lembaran Uang

IUang Logam
II:! Uang Logam

Uang Logam
'̂ Uang Logam
Uang Logam

Kertas Rp
Kertas Rp
Kertas Rp
Kertas Rp
Kertas Rp
Kertas Rp
Kertas Rp

50.000,- lb Rp..
20.000,- lb Rp..
10.000,- lb Rp..

5.000,- lb Rp.,
1.000,- lb Rp.,

500,- lb Rp.
100,- lb Rp.

Rp.

Rp.lOOO,-..Keplng Rp....
Rp. 500,-..Keping Rp...
Rp. 100,-..Keplng Rp..
Rp. 50,-..Keplng Rp..
Rp. 25,-..Keplng Rp.

Rp.

Kertas berharga Rp.
Saldo Bank pada Bank Rp.
Rekening Nomor ...Rp.,

Rp.

.Rp.

Panjar pertanggal (penutupan Buku Kas Umum oleh
1ksa/nm Perhltungan Ex Officio) sebesar Rp
in rinclan pengambllan panjarsebagal beiikut:

dan seterus

.sebesar Rp.

. sebesar Rp.
sebesar Rp.

Rp.

imaan dan Pengeluaran Keglatan DInas / Lembaga/ Satuan Kerja
lun Anggaran / sampal dengan tanggal pemerlksaan /
liRungan ex OfFlcIo sebagal berikut;

Jumlah Penerfmaan dan Pengeluaran Bendaharawan sampal dengan
penutupan Buku Kas Umum Adalah ;

-Jumlah Penerimaan Rp.
-Jumlah Pengeluaran Rp.

Saldo Buku Kas Umum Rp.
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liitungan ExOfficlo
ffitfiode s/d sebesar Rp...
lefbedaan Rp...
® dengan huruf

.)
demlkian Pemerlksa / Tim Perhitungan Ex Officlo DInas / Lembaga /
Keija Tahun Anggaran / menyatakan terdapat /

terdapat kekurangan perbendaharawan yang menjadi tanggung jawab
arawan Saudara
ISurat Keputusan Kepala Daerah Nomor tanggal

penunjukan Bendaharawan DInas / Lembaga / Satuan Keija Tahun
sn / (Bendaharawan yang baru)
jrkan Surat Keputusan tersebut, maka Pemerlksa / Tim Perhitungan Ex
melakukan serah terlma pengurusan keuangan kepada Bendaharawan

j baru dengan Berita Acara serah terlma.
uk melengkapl Berita Acara serah Terlma Pemerlksaan / Perhitungan Ex
1(0 ini dllamplrkan;

Keputusan Kepala DInas Nomor tanggal.
;/ Pembentukan Tim Perhitungan ExOfficlo

Bank. Rekening nomor

.tentang Surat

jrat Keputusan Kepala Daerah Nomor tanggal tentang
lunjukan / Penggandan Bendaharawan Kantor / Satuan Kerja

?fthun Anggaran /.

lerlta Acara serah terlma Bendaharawan

Demlkian Berita Acara Inl dibuat untuk dipergunakan sebagal mana mestinya

19

Yang mehyakslkan Pemerlksa / Tim Perhitungan

1.

NIP: NIP

2.

(ahll warls) NIP:

NIP:

Mengetahul:
Kepala DInas/ Lembaga / Satuan Kerja

NIP
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LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
Nomor:

TENTANG

PENCATATAN

BUPATI LUWU

Surat Kepala Dlnas/Badan/Kantor Nomor Tanggal
yang menyatakan bahwa Bendaharawan yang bersangkutan,
bersama keluarga dan anaknya yang selama ini di Desa/Kelurahan

tidak ada dan b'dak ada dan bdak diketahui kemana
perginya/tetah meninggal dunia pada tanggal dan tanpa
diketahui ahli warlsnya namun tidak dapat dimintakan
pertanggungjawabannya.

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap
Saudara mantan Bendaharawan pada
Dlnas/Badan/Kantor terhadapnya untuk sementara tidak
dapat dllakukan Tuntutan Perbendaharaan berdasarkan Pasal 40
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 untuk kekurangan
Perbendaharaan sebesar Rp ( )
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerlntaha DI Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan GantI Rugl Keuangan
dan Barang Daerah;

6. Instruksl Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugl Keuangan dan Barang Daerah.

Pendapat Majells Pertlmbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan GantI Rugl dalam suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Mencatat kekuranga perbendaharaan / keruglan daerah atas
tanggungjawab mantan sebesar Rp
( )
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: Kekurangan perbendaharaan /keruglan daerah tersebut pada
Diktum PERTAMA dikeiuarkan daii administrasi pembukuan dan
apabiia akan dikemudian hari yang bersangkutan diketemukan
akan dilakukan penagihan.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

^ Perwakllan Prov. Sulsel di Makassar;
'Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta;
jr Jenderal Depdagri di Jakarta;
jrlnspektorat Kab. Luwu di Beiopa;

1PeitimbanganTP-TGR.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
Nomor:

TENTANG
PEMBEBANAN GANTI RUGI

BUPATI LUWU

: Surat Kepala DInas/Badan/Kantor Nomor
Perihal

Tanggal

a.

b.

1.

2.

3.

4.

6.

bahwa secara yuridis formal Saudara dinyatakan
terbukd telah meruglkan Daerah, sehlngga perlu menetapkan
pembebanan ganti rugl;
bahwa pembebanan ganti rug! sebagalmana dimaksud huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerlntaha Dl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 5Tahun 1997 Tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganb" Rug! Keuangan
dan Barang Daerah;
Instruksl Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugl Keuangan dan Barang Daerah.

Pendapat Majells Pertlmbangan TP-TGR Kabupaten Luwu dalam
Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

: Membebankan Ganti Rugl kepada :
1- Sdr NIP.

Pangkat Jabatan

RP ( )
2. Sdr NIP.

Pangkat Jabatan
RP ( )

sebesar

sebesar
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3. Ost

Dengan Catalan apabila Sdr.
telah mengganti selumh kerugian

dimaksud, maka Sdr tidak lagi diwajibkan
membayar, dan apabila terdapat keleblhan pembayaran oleh
yang bersangkutan akan dikemballkan.

: Wajib membayar seluruh Kerugian Daerah pada DIktum
PERTAMA.

:. Proses Penyelesaian selanjutnya disesualkan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Surat Keputusan Inl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Oltetapkan di Belopa
Pada tanggal

BUPATI LUWU,

A. M

:Perwakilan Prov. Sulsel dl Makassar;
'Joideral PUOD Depdagrl dl Jakarta;
ir Jenderal Depdagrl di Jakarta;

Inspektorat Kab. Luwu dl Belopa;
Ibersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagalmana mestinya.



1^

47

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

Nomor:

TENTANG

PEMBEBASAN KEKURANGAN

PERBENDAHARAAN / KERUGIAN DAERAH

LAMPIRAN XI

BUPATI LUWU

1. Laporan dart DInas/Badan/Kantor Nomor
tanggal perihal , beserta lamplrannya;

2. Surat Sdr Pegawai Negeri bukan Bendaharawan
pada DInas/Badan/Kantor dalam Suratnya tanggal

mengenal permohonan dapat dibebaskan darl kewajiban
untuk men]bayar/menyelesdlkan pembayaran yang menjadi
tanggungjawabnya sebesar Rp ( )
dikarenakan tidak bersalah /tidak mampu / tidak layak.

3. Pendapat Majells Perdmbangan TP-TGR tanggal
mengenal usui dan pertlmbangannya untuk dibebaskan darl
kewajibannya atas tanggungjawab Sdr dengan
dukungan Berita Acara penelltian darl Tim Penelltlan mengenal
permohonan Sdr.

a. bahwa sesual dengan hasll pemerlksaan Tim, temyata
Sdr dinyatakan tidak terbukd bersalah, tidak
mampu/ddak layak melakukan dndakan yang mengaklbatkan
keruglan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka
perlu menetapkan Surat Keputusan Bupad tentang
Pembebasan Kekurangan Perbendaharaan / Keruglan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerlntaha Dl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Gand Rugl Keuangan
dan Barang Daerah;

6. Instruksl Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantI
Rugl Keuangan dan Barang Daerah.
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1. Berlta Acara Tim Majells Pertlmbangan tanggal
perihal Pertimbangan Pembebasan Sdr atas
tanggungjawab membayar /menyelesalkan pembayaran
Kemgian Daetah sebesar Rp

2. Sutat Keputusan DPRD Kab. Luwu Nomor tanggal
perihal Persetujuan Pembebasan Sdr.

atas tanggungjawabnya membayar /
menyelesalkan pembayaran keruglan Daerah sebesar
Rp

MEMUTUSKAN

: Membebaskan Sdr dari kewajiban mengganti
Kekurangan Perbendaharaan / Keruglan Daerah pada
DInas/Badan/Kantor sebesar Rp
( ) karena tidak terbukti bersalah/ddak mampu/tidak
layak.

: Mengeluarkan dari daftar perhitungan Bendaharawan uang
sejumlah tersebut pada Diktum PERTAMA.

: Apabila dikemudlan hari temyata terdapat kekeliruan dalam Surat
• Keputusan Inl akan ditlnjau kemball.

: Surat Keputusan ini mulal beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dl Belopa
Pada tanggal

BUP TILUWU,

A. MUDZAKKAR

[Perwakllan Prov. Sulsel di Makassar;
' Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta;
jr Jenderal Depdagri di Jakarta;
jr Inspektorat Kab. Luwu di Belopa;

Ibersangkutan untuk diketahui.
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LAMPIRANXII

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
Nomor:

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKURANGAN

PERBENDAHARAAN / KERUGIAN DAERAH

BUPATI LUWU

: 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor
tanggal tentang Pembebasan Penggantian
kepada Sdr sebesar Rp

2. Surat Keterangan Tidak Mampu Membayar (Surat MisWn) dari
Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat
Nomor Tanggal

3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang
Kematian Sdr

4. Surat Keterangan tidak diketahui lag! alamatnya dari Kepala
Desa/Lurah diketahui Camat Nomor

Tanggal
5. Surat Keterangan Pelaku dibawah pengampun dari pengampu

tanggal
6. Berlta Acara Tim Majells TP-TGR tanggal Nomor

bahwa sesual dengan hasll penelltlan Tim Majells TP-TGR
ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit
untuk dllakukan penaglhan atas Plutang Daerah;
bahwa dengan maslh dicantumkannya Plutang Daerah kedalam
tata usaha Plutang Daerah, akan mengaklbatkan penambahan
beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa sambll menunggu kemungklnan dapat ditaglh kembali
plutang Daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan,
sementara penaglhan Plutang Daerah ditampung ke dalam
daftar sendiri;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di
atas, maka penghapusan Keruglan Daerah perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati Luwu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintaha DI Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
Pembentukan Daerah

Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
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4. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Tuntuian Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

1. Pendapat / Beiita Acara Majells Perdmbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah Nomor Tanggal

Perihal

2. Surat Keputusan DPRD Kab. Luwu Nomor tanggal
tentang Persetujuan Penghapusan /Penghentian

tagihan Daerah yang dilakukan oieh Saudara
3. Surat Nomor Tanggal tentang

permohonan penghapusan Tagihan Daerah yang dilakukan
oieh Saudara

MEMUTUSKAN

: Menghapus Plutang Daerah atas tanggungjawab Sdr
dalam daftar Plutang Daerah maslh tetap ada apablla dikemudlan
hari temyata yang bersangkutan /keluarganya /ahll waiisnya
mampu membayar kemball.

: Menampung plutang tersebut ke dalam daftar yang dicatat
tersendlrl.

: Apablla dikemudlan harl ternyata terdapat kekellruan didalam
Surat Keputusan Inl, akan ditlnjau kemball.

: Surat Keputusan Inl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dl Belopa
Pada tanggal

BUPAin LUWU,

A. MUDZAKKAR

IPenvakllan Prov. Sulsel di Makassar;
rJenderal PUOD Depdagri dl Jakarta;

rJeiKlerai Depdagri di Jakarta;
rlnspektorat Kab. Luwu di Belopa;

akutan untuk diketahui.


